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Abstrak
 

Sistem perpajakan hendaknya didasari oleh azas-azas perpajakan dalam pelaksanaannya, sehingga tidak

menimbulkan perlawanan dari masyarakat. Azas-azas perpajakan yang disarankan para ahli antara lain

equity, convenience, certainty dan economy. Dari azas-azas tersebut yang sering menjadi persoalan adalah

azas keadilan karena keadilan sendiri mengandung pertentangan, dalam arti adil bagi seseorang belum tentu

adil bagi yang lain.

 

Begitu juga halnya dengan pelaksanaan pengenaan pajak atas penghasilan dari kegiatan Multilevel

Marketing (MLM). Sampai saat ini masih banyak perbedaan pandangan antara wajib pajak dalam hal ini

perusahaan dan distributor yang melakukan kegiatan Multilevel Marketing dengan Direktorat Perpajakan.

Perbedaan pandangan menyangkut rasa keadilan yang menurut Wajib Pajak tidak ada karena pajak yang

dipungut berdasarkan penghasilan bruto, padahal ada biaya yang dikeluarkan dalam melakukan kegiatan

MLM.

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif artinya penelitian ini tidak menghubungkan

variabel satu dengan variabel lain, hanya memberikan gambaran mengenai pokok permasalahan yang

diajukan. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak perusahaan Multilevel Marketing, Pejabat

Direktorat PPh Direktorat Jenderal Pajak dan kuesioner bagi distributor yang melakukan kegiatan Multilevel

Marketing.

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan yang diperoleh distributor Multilevel Marketing

memenuhi hakekat ekonomi untuk dikenakan pajak Penghasilan Pasal 21. Mekanisme yang digunakan

dalam memungut pajak adalah melalui perusahaan Multilevel Marketing yang paling mengetahui bagaimana

jaringan bisnis distributor beserta groupnya. Ketentuan Perpajakan yang mengatur pengenaan PPh Pasal 21

atas Penghasilan dari kegiatan Multilevel Marketing telah memberikan kepastian hukum.

 

Saran yang bisa diberikan setelah dilakukan analisis adalah memberikan pengurangan berupa biaya jabatan

kepada distributor MLM dan mengintensifkan pemungutan PPh badan bagi Perusahaan MLM dan bagi

distributor yang sudah mencapai PTKP tetapi belum memiliki NPWP agar diefektifkan dengan menghimbau

agar memiliki NPWP atau secara Jabatan.
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